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PUTUSAN
Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Srh

szl ozl alll oan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di
Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang

Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
berdagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kp Pelintahan
Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten

Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2019 telah
mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sei Rampah dengan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 24 April 2019,

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juni 2011
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Nomor 286/08/VI/2011
tertanggal 06 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba’da dukhul), dan semula tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat di Kp Pelintahan Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei
Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, lalu pindah kerumah orang tua
Penggugat di Desa Buluh Cina Kecamatan Nibung Angus Kabupaten Batu
Bara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
dua orang anak, anak perempuan, umur 6 tahun dan anak, perempuan, umur
3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
selama lima tahun. Namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

a. Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;

b. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 17 Agustus 2018, dimana Penggugat meminta Penggugat untuk
bekerja, akan tetapi Tergugat tidak mau dan memberitahu Penggugat
bahwasanya Tergugat akan pindah kerumah orang Tua Tergugat. Semenjak
saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama lagi
dengan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hamun tidak

berhasil;
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7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili

perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai

ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019
ketidakhadirnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat supaya rukun

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

tanpa ada perubahan gugatan apapun;
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Bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Nomor 286/08/V1/2011 tertanggal 06 Juni
2011 surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan
dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
Jalan Batu Bara, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu
Bara, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat lalu
pindah kerumah saksi selama kurang lebih 5 tahun dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat
malas bekerja;

- Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah Tergugat pergi
dari rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Wiraswasta, tempat
tinggal di Dusun 7, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten
Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun
2011 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah
orang tua Tergugat lalu pindah kerumah orang tua Penggugat selama dan
sudah dikaruniai 2 (dua) orang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat
malas bekerja;

- Bahwa saksi tahu Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga Penggugat maupun Tergugat di rumah orang tua Penggugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap
di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai
alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo
dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim berusaha
memberikan nasehat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil hal
ini sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka
oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk
perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka
sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan
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mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan
gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut
telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen) dan aslinya
telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal
1868 KUHPerdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan terjadi hubungan
hukum antara keduanya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan
berhak dalam mengajukan perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi
dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi
keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing,
dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai
bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat
langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang penyebab terjadinya
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perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan
dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling
bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat
bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309
R.Bg.;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,

Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

namun sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang

memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus

2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan masalah Tergugat suka pergi dan malas bekerja dan
jarang member nafkabh;
« Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang sikatar 1 tahun;
¢ Bahwa sudah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah

terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena
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perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpuncak keduanya
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agsutus 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 4 tentang
awal mula terjadi pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang
bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993
tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga
seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi
Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat
agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat
tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai
keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah
ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan
perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat
dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan
keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar
bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga
perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada
negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan
terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fighiyah dalam kitab
al-Asybah wa-Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang
diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:
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ddlaoll ez Gle prio awlasll s,
Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat
yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan
sebagai “pertengkaran yang terus menerus‘ dan “tidak ada harapan ke depan
akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir
secara yuridis bahwa peristiva hukum tersebut adalah sebagaimana alasan
perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping
itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau
orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan
dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
yang menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami
Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH. dan Nusra Arini, S.H.l., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsiyanto, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pengguat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
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Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., MH. Nusra Arini, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Samsiyanto, S.H.I

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp
30.000,00
2 Biaya Proses Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 530.000,00
4. Biaya Redaksi Rp  10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
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